FATWA AL JAM’IYATUL WASHLIYAH : 
REAKTIF-RESPONSIF
[Analisis Fatwa Al Washliyah No. 25 Tahun 2016 tentang hukum Salat Jumat yang dilaksanakan di Jalan Raya, Lapangan, Tempat Terbuka, dan yang Bukan Masjid]


Irwansyah
Nawir Yuslem
H.M Jamil
Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Jl. IAIN No. 1  Sutomo Ujung Medan 20253
Email: pascasarjanauinsumedan@gmail.com

Abstrak :
Sebagaimana difahami bahwa fatwa adalah sebuah jawaban atas pertanyaan seseorang yang meminta fatwa(mustafti) kepada Mufti. Beda halnya dengan fatwa Al Jam’iyatul Washliyah Nomor: 21 Tahun 2016 yang  terbit bukan karena adanya pertanyaan atau permohonan fatwa, melainkan respon terhadap situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana fatwa Al Washliyah lebih dinamis, responsive serta reaktif terhadap kondisi sosial yang perlu penjelasan hukum. Penelitian ini adalah studi kepustakaan(library research)  dengan melihat argumentasi yang digunakan, dipadu dengan telaah terhadap aspek-aspek sebab sosial, kondisional dimana  fatwa itu diterbitkan sebagai analisis kajian sosial. Jika dilihat dari “instan” nya proses penetapan fatwanya, terkesan fatwa ini juga memiliki unsur ”Kepentingan” tentu untuk kemaslahatan dan  kepastian hukum pelaksanaan salat Jumat  umat Islam yang akan melakukan  aksi unjuk rasa pada peristiwa 212. Dengan merujuk pada argumentasi dalam mazhab Syafii Dewan Fatwa memutuskan, bahwa dalam kondisi tertentu, sah salat Jumat di jalan raya, lapangan, tempat terbuka  dan yang bukan masjid. Fatwa ini keluar dengan waktu yang sangat singkat sebagai respon sekaligus “kepentingan” untuk membela umat Islam yang akan melakukan aksi dan harus salat Jumat di jalan raya pada peristiwa 212 di Jakarta. Terbitnya fatwa Nomor 26 Tahun 2016, menjadi indikasi bahwa Al Washliyah reaktif terhadap perkembangan problematika keumatan, khususnya di Indonesia. [] 
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 Pendahuluan 
Sebuah respon hukum muncul tidak terlepas dari kondisi, situasi sampai hukum itu diputuskan. Terkadang bahkan hukum pada satu persoalan yang sama, namun pada kondisi yang berbeda, menuntut terjadinya perbedaan hukum. Sebagaimana kaidah menyebutkan :
تغير الأحكام بتغير الأزمان  
“berubahnya hukum-hukum  dengan berubahnya masa (zaman)”.[footnoteRef:1] [1:      ] 

Di era modern, dunia digital dengan teknologi informasi menghadirkan berita begitu cepat tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Sehingga, isu aktual tidak lagi sebatas konsumsi masyarakat elite khususnya diperkotaan, namun sudah hal biasa untuk dikonsumsi masyarakat awam sampai pedesaan. Al Washliyah sebagai organisasi ketiga terbesar di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah[footnoteRef:2], juga tak luput ambil bagian dalam merespon perkembangan khususnya terkait dengan hukum Islam.[footnoteRef:3] Karenanya, berita tentang “tidak sahnya salat Jumat yang dilaksanakan di jalan” menjadi topik kajian Dewan Fatwa, tentu kebutuhan fatwa hukum.  [2: ]  [3: ] 

Penelitian ini mengulas latarbelakang terbitnya fatwa Al Washliyah No.26 Tahun 2016 yang muncul sebagai respon terhadap  isu aktual pada masa itu. Kajian komprehensif melalui telaah karya-karya ulama Syafiiyah menjadi poros utama argumentasi demi sebuah kejelasan hukum sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah Jumat yang dilaksanakan di jalan, bukan di masjid. 


Dinamika Sosial 
Sebagaimana dijelaskan, bahwa banyak fatwa hukum tidak terlepas dari kondisi dimana fatwa itu diterbitkan. Fatwa yang bersifat kondisional pun tidak jarang didapati khususnya di Indonesia. Seperti halnya fatwa MUI tentang Vaksin Meningitis Haji, Vaksin Astrageneca Covid-19 dan fatwa-fatwa lainnya. [footnoteRef:4]  [4: ] 

Jika ditelusuri, fatwa Al Washliyah Nomor 25 Tahun 2016 juga demikian. Kondisi saat fatwa dikeluarkan Indonesia sedang menghadapi perhatian serius dan menyita perhatian publik. Saat itu peristiwa besar terjadi di Jakarta 2 Desember 2016 yang dikenal dengan istilah 212. Saat itu, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam melakukan aksi unjuk rasa atas kasus Basuki Tjahaya Purnama yang berstatus tersangka Penistaan Agama dan sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Aksi bela Islam III yang direncanakan GNPF pada 2 Desember bertepatan dengan hari Jumat. Umat Islam akan melaksanakan salat Jumat di jalan karena masjid tidak memungkinkan untuk menampung dengan kapasitas yang diperkirakan berjumlah jutaan jiwa. Satu pekan sebelum pelaksanaan aksi pada Kamis, 24 Nopember 2016 Ketua Umum PB NU Said Aqil Siraj pada Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta dia menyampaikan dalam pidatonya,  “PBNU sudah mengeluarkan fatwa Jumatan di jalan tidak sah”.[footnoteRef:5] Pernyataan ini kemudian menjadi berita hangat dan menyita  perhatian publik khususnya umat Islam yang akan melakukan aksi di Jakarta. Berita tentang tidak sahnya salat Jumat yang dilaksanakan di jalan raya beredar di berbagai media dan  menjadi perhatian khusus bagi para Dai, Ustaz dan Ulama di Indonesia, tanpa terkecuali ulama-ulama Al Washliyah. [5: ] 


Respon Dewan Fatwa   
Merespon perkembangan hukum Islam Indonesia, Dewan Fatwa Al Washliyah kemudian melakukan rapat yang bisa dikatakan rapat tercepat dengan satu putusan dalam sejarah Dewan Fatwa. Undangan rapat fatwa dikirim sekira pukul 16.05 WIB tanggal 28 Nopember 2016 untuk rapat yang dilaksanakan usai salat Subuh pada 29 Nopember 2016. Menarik untuk dicermati, adalah fatwa Al Washliyah justru berseberangan dengan apa yang diumumkan oleh Said Agil Siraj, padahal yang menjadi rujukan dalam penetapan fatwanya, AL Washliyah menukil  pendapat-pendapat dalam kitab-kitab muktabar dalam mazhab as-Syafii. Di antara kutipan dalilnya adalah al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, juz IV, hlm. 368 yang tidak mensyaratkan salat Jumat harus dilaksanakan di masjid :
قال اصحابنا: ولا يشترط اقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط ان تكون داخلة في القرية او البلدة معدودة من خطها 
“Para ulama Syafiiyah berkata, “(salat Jumat) tidak mesti dilaksanakan di masjid, tetapi boleh dilaksanakan di lapangan terbuka, dengan syarat bahwa lapangan itu masuk bagian kampung atau atau kota yang terhitung masuk wilayahnya ”. [footnoteRef:6] [6: 
] 

dalam keterangan Imam an-Nawawi ini jelas dan tegas menyebut  salat Jumat tidak diharuskan untuk dilaksanakan di masjid, akan tetapi boleh juga melaksanakannya di lapangan terbuka. Memang idealnya salat Jumat dilaksanakan di masjid sebagaimana praktek Nabi saw. namun dalam kondisi-kondisi tertentu, dimana tidak memungkinkan untuk melaksanakannya di masjid karena kondisional, seperti yang sedang terjadi di Ibu Kota saat itu, dimana masjid tidak mampu untuk menampung jumlah Jemaah, maka pendapat Imam an-Nawawi ini bisa  jadi alternatif, sehingga pelaksanaan salat Jumat tetap dilaksanakan.  
Sebenarnya Dewan Fatwa tidak hanya memfokuskan pada aspek sah atau tidaknya saja, namun aspek lain adalah tentang bilangan jumlah jemaah salat Jumat yang dalam mazhab Syafii sudah lazim diketahui harus mencapai 40 orang penduduk setempat (muqim). Dimaklumi bahwa aksi unjuk rasa di Jakarta tidak hanya dihadiri oleh penduduk setempat, melainkan kebanyakannya justru berasal dari luar Jakarta.  Karnanya putusan fatwa juga memuat apakah salat Jumat yang akan dilaksanakan di Jakarta nantinya  telah memenuhi unsur keabsahan sahnya salat Jumat baik dari sisi tempat pelaksanaan, maupun dari sudut bilangan jumlah jemaah muqim-nya. Terkait hal itu, Dewan Fatwa kembali mengutip karya Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, juz IV, hlm. 502, bahwa salah satu pendapat membolehkan(sah) salat Jumat yang dilaksanakan oleh penduduk tidak tetap :  
هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين؟ فيه وجهان: قال أبو علي بن ابى هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين
“Apakah sah salat Jumat yang dilaksanakan orang yang bukan penduduk tetap(muqimin)? Mengenai hal ini ada dua pendapat: Abu Ali ibn Abi Hurairah berpendapat salat Jumatnya sah, oleh karena mereka adalah orang yang diwajibkan atas mereka Jumat sebagaimana yang dilaksanakan oleh penduduk tetap”. [footnoteRef:7] [7: 
] 

Memang Imam an-Nawawi menegaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat, namun pendapat yang membolehkan adalah salah satunya. Sementara itu dalam buku Pedoman Berfatwanya,  Dewan Fatwa menyebut, bahwa “mengenai kasus atau masalah yang hukumnya dalam mazhab Syafii dalam kondisi tertentu, taazzur ta’assur  untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan ikhtiyar  terhadap salah satu qaul/wajah dalam mazhab Syafii atau pendapat di luar Syafii dari kalangan Ahlusunah Waljamaah. [footnoteRef:8] [8: ] 

Jika dilihat elastisitas metodologi berfatwa ini bahwa memungkinkan Dewan Fatwa untuk mengambil qaul yang tidak jumhur dalam mazhab Syafii bahkan jika tidak ada alternatif dalam mazhab itu, karena kondisional bahkan boleh berpindah ke mazhab lain. Kaitannya dengan fatwa nomor 26 Tahun 20216 adalah sedangkan keluar mazhab saja dibenarkan dalam konteks tertentu apalagi yang memang ada secara tekstual pendapat ulama mazhab sebagaimana yang ditegaskan Imam an-Nawawi di atas.   
Selain itu, fatwa tersebut juga memuat sejumlah kaidah fikih, yang antara lain  اذا ضاق الأمر اتسع“Apabila sesuatu sempit, lapangkanlah ia” juga kaidah المشقة تجلب التيسير“ Kesulitan mendatangkan kemudahan”. Dua kaidah ini menunjukkan bahwa ketia terjadinya kesulitan maka Islam memberikan jalan keluar alternatif, tidak kemudian kaku dan harus menjerumuskan diri kendatipun terjadi masyaqqah.  Kemudahan bukan berarti mempermudah-mudah, tentu berdasarkan pertimbangan syariat, tidak bebas nilai. Adanya pintu kemudahan atas berbagai cara pengamalan dalam Islam membuat ajaran Islam fleksibel-tertutup, yakni dinamis namun tidak lepas bebas. Kemudahan-kemudahan ketika terjadinya kesulitan(masyaqqah) atau bahkan darurah, membuat pintu Islam-alternatif dengan maksud di atas. Uniknya, bahkan pada hal-hal yang haram sekalipun jika pada kondisi mendesak terpaksa (darurah), dibolehkan.  
Di era ini hal semacam ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, misalnya Vaksin menigitis haji, Vaksin Covid 19 Astrageneca, yang kendatipun bersinggungan langsung dengan sesuatu yang haram, karena kondisional, tetap dibolehkan. 

Penutup 
Setelah melihat kondisi sosial dan latarbelakang fatwa  Al Washliyah  Nomor 25 Tahun 2016  yang terkesan lahir secara instan menunjukkan bahwa fatwa Al Washliyah bersifat dinamis, responsif, serta reaktif dalam menyikapi perkembangan isu aktual di masyarakat. Hadirnya  fatwa, tidak terikat dengan makna dasar dari fatwa itu sendiri, yakni harus diawali dengan pertanyaan (mustafti). 
Sekali lagi dinamisme fatwa Al Washliyah terlihat nyata.  Di sisi lain, jika dilihat dari sisi kondisi mayoritas umat Islam yang pada saat itu menuntut keadilan dengan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, termasuk warga Al Washliyah. Hadirnya fatwa Al Washliyah yang menyatakan; , maka fatwa Nomor 25 tahun 2016 hadir karena “kepentingan” untuk membela, memastikan hukum serta proteksi terhadap keabsahan amal ibadah masyarakat khususnya warga Al Washliyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 
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